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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;

bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum  (PDAM), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Timur No. 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Kutai Timur perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur.

. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No.
2387);

Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47) ;

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Bupati Kepala Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah/Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah

Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman
Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1996 tentang
Kepengurusan Mekanisme Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air

Minum Seluruh Indonesia;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM);

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8§ Tahun 2000 tentang

Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang

Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang
Kualitas Air;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Kewenangan.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan

BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM ( PDAM ) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

http://www.bphn.go.id/



10.

11.

12.

13.

14.

15.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha

Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur di bidang pelayanan air minum;
Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur;

Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Kutai Timur;

Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur yang

diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;

Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi;
Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;

Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku;

Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan

pengurangan yang wajar dalam perusahaan;

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;

Sistem Penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan

sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan,
peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan

penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;

Penyelenggara pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan
konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi

sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
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BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat
dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong

pertumbuhan perekonomian daerah serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3
(1) PDAM diberikan nama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;

(2) Kantor Pusat PDAM Tirta Tuah Benua berkedudukan di ibukota Kabupaten, Kota Sangatta
(Sangatta Utara) dan memiliki cabang — cabang yang berkedudukan di ibukota kecamatan di

wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
(1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;

(2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem

jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;

(3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2)

meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

Pasal 5

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyelenggara pengembangan SPAM yang meliputi :
1. Unit air baku;
2. Unit produksi;

3. Unit distribusi;
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